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Menimbang d.

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, keadaan yang menyebabkan

pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan

mendesak dan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 junto Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; /fr, O't|(&

b



c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2A24;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 7999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO0

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3967);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78I);

l+
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

MCnetaPKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah adalal rencana keuaogan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Peratura-n Daerah.

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

3. Pengeluaran Daeral-r ada.lah uang yang keluar dari kas Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaaa bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

5. Dana Tr:ansfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada

Daerah untuk diguna-kan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam

5

I
rangka pelaksanaan desentralisasi
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6. Dana Ttansfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan darr Belarla Negara

kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendaaai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang

met'upakan urusan Daerah.

7. Dal],a Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diatokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan algka persentase tertentu dengan tujuan

mengurangi ketimpangan kemarnpuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

8. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaia

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelalsanaan Desentra-lisasi.

9. Dana Alokasi Khusus adalah dana;rang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dal Belanja

Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajibqn Pemerintah Daerah yang diakui sebagai peogurartg nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkena.an.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang al<a,r diterima

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Pinjaman Daerah adaLah semua transa.Lsi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau

menerima manfaat yang bernilai uarlg dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali.

13. Utang Daerah yang selianjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah

dan/atau kewajibaa Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uarrg berdasarkan peraturan

tl0penrndang-rrndangan, perjanjian, atau herdasarkan sebab lainnya yang sah
4



14. Dana Cadangan adalah dana ysng disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan

sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

15. Daerah adalah Kabupaten Lembata.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten l,embata Tahun Anggaran 2024, dengan rincian

sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp879.021.251.802,00 berkurang sebesar Rp2.286.524.O86,OO

sehingga menjadi Rp87 6.7 34.727.7 16,OOi

b. Belanja Daera-h semula diiencanakan sebesa-r Rp846.156.151.515,00 bertambah sebesar Rp11.427.473.060,00

sehinBga menjadi Rp857.583.624.575,00;

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp12.715,3O7.427,OO sehingga menjadi

Rpt2.7l5.3OT .+27 ,OO: daj]
2. PengeluaJan Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 berkurang sebesar

Rp998.689.719,O0 sehingga menjadi Rp31.866.410.568,00.

d. Selisih Anggaran Peodapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar

Rp19.151.1O3.141,0O; dan

e. Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara Penerimaar Pembiayaan terhadap Pengelua-ran Pembiayaa-n

sebesar (Rp19.151. 103.141,O0).

r{e
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Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufa, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah semula direncenakan sebesa.r Rp56.55O.OOO.OO0,OO berkurang sebesar

Rp13.638.150.240,0O sehingga menjadi sebesar Rp42.91 1.A49,760,OO;

b. Pendapatan Transfer semula direncanalan sebesar Rp814.663.061.802,00 bertambah sebesar

Rp|l.654.319.424,00 sehingga menjadi sebesar Rp826.317 3a1.226,OO; daar

c. Lain-lain Pendapatan Daelah yang Sah semula direncanakan sebesar Rp7.8O8.I9O.OOO,OO berkurang sebesar

Rp302.693.270,00 sehingga menjadi sebesai Rp7.505.496.730,00.

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimara dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Paja-k Daerah semula direncaflakan sebesar Rp 15.943.602.941,00 bertambah sebesar Rp6O4.60O.OO0,OO

sehingga menjadi sebesar Rp16.548.202.941,OO;

b. Retribusi Daerah semula diiencanakan sebesar Rp20.569.191.264,OO berkurang sebesar Rp1.558.826.900,00

sehingga menjadi sebesar Rp19.O10.364.364,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula dianggarkan sebesar Rp4.933.975.711,OO

berkurang sebesar Rp2.802.512.650,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.131.463.061,O0;

d. Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula dtencanakal sebesar Rp15.103.230.084,O0 berkurang

sebesar Rpg.881.410.690,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.221.819.394,00; dan

( 2 ) Pendapat€n Transfer sebagaimana dimalsud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

tlq 
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a. Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat semula dianggaJkan sebes€r Rp790.215.632.000,00 bertambah sebesar

Rp9. 132.268.000,00 sehingga menjadi Rp799.347.90O.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula direncanakan sebesar Rp24.447.429-AO2,OO bertambah sebesar

Rp2.522.O51.424,O0 sehingga menjadi sebesar Rp26.969.4A1.226,00.

(3 ) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a. Pendapatan Hibah tidak direncanakan;

b. Dana Darurat tidak direncanakan; darr

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perufldang-Undangan semula direncanakan sebesar

Rp7.8Oa.190.0OO,O0 berkurang sebesar Rp3O2.693.27O,00 sehingga menjadi sebesai Rp7.505.496.730,OO.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp583.872.66L.O97,OO bertambah sebesar

Rp 1 0. 303 .269 .OOO,6O sehingga menjadi sebesar Rp594. 1 75.93O.O 97,60 ;

b. Belanja Modal semula direncanakan sebesar Rp79-272.819.305,00 bertambah sebesar Rp4.7L9.322.7O2,OO

sehingga menjadi sebesar Rp83.992 .142.OO7,OO;

c. Belanja Tidak Terduga semula direncanakan sebesar Rp8.345.755.492,OO berkurang sebesar

Rp7.087. 5 88.642,60 sehingga menjadi sebesar Rp 1 . 258. L66.849,40 ; dan

d. Belanja Transfer semula direncanakan sebesar Rpi74.664.915.621,OO bertambah sebesar

Rp3.492.470. OOO,00 sehingga menjadi sebesar Rp 1 78. 1 57. 385.6 2l,OO.

4 7
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Pasal 6

( 1 ) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.t 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai semula direncanakan sebesar Rp377.339,496,645,00 berku.ang sebesar Rp8,858.966.541,40

sehingga menjadi sebesar Rp368.480.530. 103,60;

b. Belanja Barang dan Jasa semula direncanakan sebesar Rp156.040.055,077,0O bertambah sebesar

Rp10.435.271.569,00 sehingga menjadi sebesar Rp166.475.326.646,OO;

c. Belanja Bunga semula direncanakan sebesar Rp 11.503.899.585,00 bertambah sebesar Rp74.687.181,00

sehingga menjadi sebesar Rp1 1.578.586.766,00;

d. Belanja Subsidi semula direncanalan bertambah sebesa.r Rp226.469.OOO,OO sehingga menjadi sebesar

Rp226.469.000,00;

e. B€lanja Hibah semula direncanakan sebesar Rp28,861.929-79O,OO bertarnbah sebesar Rp9.286.2A7.792,00

sehingga menjadi sebesar Rp38. 148.2 17.582,00; dari

I Belanja Bantuan Sosial serrula direncanaka! sebesd Rp1O.127.2aO.OO0,OO berkurang sebesar

Rp86O.48O.0OO,OO sehingga menjadi sebesar Rp9.266.8OO.OOO,OO.

{ 2 ) Belanja Modal s€bagaimana dimaksud pada Pasa.l 5 huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah tidak direncanakan;

b. B€lanja Modal PeraLatan dan Mesin semula direocanakan sebesar Rp27.263.085.793,00 berkurang sebesar

Rpa2 1. 12 1. 558,00 eehingga menjadi sebesar Rp26.84 1.964.235,00 ;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp20,384,936.044,OO bertambah

sebesar Rp2.406.8lA -22l,OO sehingga menjadi sebesar Rp22.79 1.754.265,00;

"":ff il:?J#;Jfi l1T ji;ffi .:"#:fiT:H.;Til.:*'"""u"''o'T*"



e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula dianggarkan sebesar Rp3.641.241.155,0O berkurang sebesar

Rp614.452.365,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.026.788.790,00; dan

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tidak direncana-kar.

(3 ) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yang

semuLa direncanakan sebesar Rp8.345.755,492,00 berkurang sebesar Rp7.087.588.642,6O sehingga menjadi

sebesar Rp 1.258. 1 66.A49 ,4O -

( 4 ) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas:

a. Belanja Bagi Hasil semula direncanakan sebesai Rp3,647 3A2.421,OO tidak mengalami perubahan; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan semulia direncanakan sebesa-r Rp 171.017.533.200,00 bertambah sebesar

Rp3.492.470.000 sehingga menjadi Rp174.510.003.2OO,00.

Pasal 7

Anggar:an Pembiayaan Daerah eebagaimarta dimaksud dalarn Pasal 2 hurufc, terd ri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncana-kan bertarnba1. sebesar Rpl2,715.3O7.427,Oq de$

b. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 berkura-ng sebesar Rp998.689.719,00

sehingga menjadi sebesa-r Rp31.866.410.568,00.

Pasal 8

{ 1 ) Penerimaan Pembiayaarl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf {a), terdiri atas:

a. Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula tidak direncanakan bert nlbalr sebesar

RpL2.7I5.3O7 .427 ,OO;

b. Pencairan Dana Cadangan tidak direncanakan; f 9



c. Hasil Penjualan Kekayaan Daer€h yang Dipisahkan tida-k direncanakan;

d. Penerimaarl Pinjaman Daers-h tidak dtencanakan;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak direncanakan; dan

I Penerimaan Pembiayaan l,ainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak

direncanakan;

( 2 ) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdid atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan tidak direncsnakan;

b. Penyertaan Modal Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.50O.OOO.OOO,00 berkurang sebesar

Rp1.000.000.O00,00 sehingga menjadi Rp. 1.5OO.O0O.OOO,OO;

c. Pembayaran Cicitan Pokok Utang yang Jatuh TeEpo semula direncanakan sebesai Rp30.365.100.287,00

bertambah sebesar Rp1.310.281 sehingga menjadi Rp30.366.410.568,00;

d. Pemberian Pinjama-n Daerah tidak direncanakan; dan

e. Pengeluaran Perrbiayaarr lainnya tidak direncanakan.

Pasal I
{1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daers-h, Pemerintah Daerah

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaiannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan da-lam Peraturan Daerah ini.

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan peiayanan publik. fl/y
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran beialan;

b, Belanja daerah yang bersifat mengikat dan betranja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerint€-h Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnJra, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda a-kan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daeral dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Angga-ra-n Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagial yan8 tide-k terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten

Lembata ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok daJl Jenis Pendapatan,

Belanja, dan pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yarg DikLasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

Lalarpifan III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Peltdapatan,

Belar5a, dan Pembiayaan;

lampiran lV Rekapitulasi Perubahan Bel,anja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan

/l L
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

ll



Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIIi

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVi

Lampiran XVII

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS

dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan

Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah; dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tenta.ng Penjabaran PerubalEn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten l,embata Tahun Anggarafl 2024 sebaejai landasal operasional peLalsanaan Perubahan Aoggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten L€mbata Tahun Anggalan 2024.

1 lt,,
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Lampiran V



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

I-embaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
lA €eTkrnber 2024

LEMBATA,V

Diu di

o TAPO BALI

Vruber 2024
PATEN LEMBATA,I

S IRENIUS SUCIADI

KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 3IO
ISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR OS 12024

r3



Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 13 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT

KETOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah (Rp) 8e rtambah/(Berkurang)
Kode

Sebelum Perubahan
Uraian

Setelah Perubahan (np) %

4 PENDAPATAN DAERAH 879.021.25 1.802,00 876.734.727.776,OO (2.286.524.086,00) (0.25)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 56.550.000.000,00 42.9LL.849.760,OO ( 13.638.1s0.240,00) (24.r2l.

4.1.01 15.943.602.941,00 15.548.202.94 1,00 604.600.000,00 3.19

4.L.02 Retribusi Daerah 20.569.19 1.264,00 19.010.364.364,00 ( 1.558.826.900,00) (7.s8)

4.1.03 Hasrl Pengelolaan Kekayaan Uaerah yang Urprsahkan 4.933.975.7Lt,00 2.13 1.463.061,00 (2.802.5 12.650,00) (s6.80)

4.)..O4 Lain-lain PAD yang Sah r.5.103.230.084,00 5.221.8 19.394,00 (9.88 1.410.590,00) (5s.43)

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 8 14.553.051.802,00 826.317.38t.226,OO 11.654.319.424,00 L.43

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 790.2 15.63 2.000,00 799.347.900.000,00 9.132.268.000,00 1.16

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.447 .429.802,OO 26 .969 .481 .226 ,00 2.522.O57.424,OO 10.32

4.3 LAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.808.190.000,00 7.50s.495.730,00 {302.693.270,00) (3.88)

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7,808, 190.000,00 7.505.496.730,00 (302.693.270,00) (3.88)

Jumlah Pendapatan 879.021.251.802,00 876,734.727.7L6,N (2.286.524.086,001 (0.26)

5 BELANJA DAERAH 846.155.15 1.515,00 857.583.624.575,00 L7.427.473.060,00 1.35

5.1 BELANJA OPERASI 583.872.651.097,00 s94.175.930.097,60 10.303.269.000,60 t.76

5.1.01 Belanja Pegawai 3 77.339.496.645,00 368.480.530.103,60 (8.8s8.966.541,40) (2.3s)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.040.055.077,00 766.475.326.646,O0 10.435.27 1.569,00 6.69

5.1.03 Belanja Bunga r.1.503.899.585,00 11.578.586.766,00 74.687.La\,OO 0.65

5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 226.469.000,00 226.469.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 28.86 1.929.790,00 38.148.277 .582,O0 9.286.287 .792,00 32.17

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10. 127.280.000,00 9.266.800.000,00 (860.480.000,00) (8.s0)

5.2 BELANJA MODAL 79.272.819.305,00 83.992.142.007,00 4.7t9.322.702,0O 5.95

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.263.085.793,00 26.841.964.235,00 (421.12 1.558,00) (1.s4)

Pajak Daerah



Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (np) %

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.384.936.044,00 22.791.754.265,OO 2.406.8L8.227,0O 11.81

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 27.983.555.3 13,00 31.331.634.717 ,00 3.348.078.404,00 77.96

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.641.241.155,00 3.026.788.790,00 (614.45 2.365,00) (16.87)

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 8.345.755.492,OO 1.258.166.849,40 (7.087.588.642,601 (84.e21

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 8.345.75s.492,00 1.258.166.849,40 ( 7.087.s88.642,60) (84.e2)

5.4 EELANJA TRANSFER 774.664.9L5.62L,OO 178.157.385.621,00 3.492.470.000,00 2.00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.647 .382.42t,0O 3.647 .387.42!,OO 0,00 0.00

5.4.O2 Belanja Bantuan Keuangan 777.0L7 .533.200,0O 174.s 10.003.200,00 3.492.470.000,00 2.04

Jumlah Belanja 846.155.15 1.515,00 8s7.s83.524.575,00 LL.427.473.060,OO 1.35

Surplus/(Defisit) 32.865.100.287,00 19.15 1.103.141,00 ( 13.713.se7.146,001 l4.t.73l

5 PEMBIAYAAN DAERAH (32.865.100.287,0O) ( 1e.1s1.103.141,00) 13.713.997.146,00 (41.73)

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 t2.7ts.to7.427,OO L2,7L5.307.427,OO

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 72.715.307 .4Z7,OO 72.775.307 .427,OO

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 t2,7L5.307,427,OO r2.715.307.427,OO

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 32.865.100.287,00 31.865.410.568,00 (998.689.719,00) (3.04)

6.2.O2 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000,00 1.500.000.000,00 (1.000.000.000,00) (40.00)

5.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 30.365.100.287,00 30.356.4 10.568,00 1.310.281,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 32.865.100.287,00 3 1.866.410.568,00 (998.589.719,001 (3.04)

Pembiayaan Netto (32.865.100.287,00) ( 19.151.103.141,001 L3.7L3.997.L46,OO (41.73)

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00
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